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ABSTRAK

Nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara perceraian memiliki kedudukan
penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan
perlindungan hak ekonomi perempuan pasca putusnya perkawinan. Dalam
praktiknya, penerapan kewajiban tersebut tidak selalu berada dalam situasi yang
ideal, terutama ketika suami berada dalam kondisi keterbatasan kemampuan
ekonomi atau sedang menjalani pidana penjara. Di satu sisi, norma hukum
menegaskan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri, namun di sisi lain
terdapat prinsip kemampuan dan kepatutan yang harus diperhatikan agar
pembebanan kewajiban tetap proporsional. Keadaan demikian menunjukkan
adanya ketegangan antara ketentuan hukum normatif dengan asas keadilan dalam
penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim
dalam menetapkan nafkah iddah dan mut’ah dalam Putusan Pengadilan Agama
Gresik Nomor 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs serta menilai keadilan putusan tersebut
melalui perspektif teori keadilan Aristoteles, khususnya keadilan distributif dan
korektif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research) yang
bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer
diperoleh melalui putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim yang
memeriksa dan memutus perkara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi
kepustakaan dan analisis putusan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menerapkan
keadilan distributif dengan membebankan kewajiban secara proporsional sesuai
dengan kondisi ekonomi Tergugat, sehingga nominal nafkah ditetapkan dalam
batas kemampuan yang realistis tanpa menghilangkan tanggung jawabnya.
Keadilan korektif juga tercermin melalui pembebanan nafkah sebagai bentuk
kompensasi atas kerugian yang dialami istri akibat tidak terpenuhinya kewajiban
suami selama perkawinan, yang diperkuat melalui penggunaan kewenangan ex
officio. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya implikasi administratif berupa
pembatasan akses terhadap pengambilan akta cerai yang berdampak pada
terhambatnya pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga
di Kabupaten Gresik, sehingga berfungsi sebagai instrumen tidak langsung untuk
mendorong pemenuhan kewajiban oleh Tergugat. Namun demikian, putusan
tersebut masih menyisakan kelemahan pada aspek pengukuran proporsionalitas
yang belum berbasis pada kebutuhan riil istri serta adanya asumsi spekulatif terkait
kemampuan Tergugat di masa mendatang. Dengan demikian, putusan ini telah
mencerminkan keadilan secara substantif, meskipun belum sepenuhnya menjamin
efektivitas pelaksanaannya dalam praktik.

Kata Kunci: Nafkah Iddah, Mut’ah, Pidana Penjara, Keadilan Distributif,
Perceraian



ABSTRACT

Maintenance during the iddah period and mut’ah in divorce cases hold an
important position in Islamic family law, as they are directly related to the
protection of women’s economic rights following the dissolution of marriage. In
practice, however, the implementation of these obligations is not always carried
out under ideal circumstances, particularly when the husband faces economic
limitations or is serving a prison sentence. On the one hand, legal norms affirm the
husband’s obligation to fulfill the wife’s rights; on the other hand, the principles of
capability and propriety must be considered to ensure that the imposition of such
obligations remains proportional. This situation reflects a tension between
normative legal provisions and the principle of justice in their practical
application.

This study aims to analyze the legal considerations of the judge in
determining iddah maintenance and mut’ah in the Decision of the Gresik Religious
Court Number 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs and to assess the justice of the decision
through the perspective of Aristotle’s theory of justice, particularly distributive and
corrective justice. This research constitutes a library research study with a
descriptive-analytical nature and employs an Normative legal research. Primary
data were obtained from court decisions and interviews with the judge who
examined and adjudicated the case, while secondary data were derived from library
research and analysis of court decisions; all data were then analyzed qualitatively..

The findings indicate that the judge has applied distributive justice by
proportionally assigning obligations in accordance with the defendant’s economic
condition, resulting in a realistic and manageable amount without eliminating his
responsibility. Corrective justice is also reflected in the imposition of maintenance
as compensation for the wife’s losses caused by the husband'’s failure to fulfill his
obligations during the marriage, reinforced by the judge’s ex officio authority. In
addition, this study identifies administrative implications in the form of restricted
access to obtaining the divorce certificate, which consequently hinders the
processing of civil documents such as identity cards (KTP) and family cards (KK)
within the Gresik local government system, functioning as an indirect enforcement
mechanism to ensure compliance. However, the decision still presents weaknesses
in terms of proportionality measurement, as it is not fully based on the wife’s actual
needs and relies on speculative assumptions regarding the defendant’s future
financial capacity. Therefore, while the ruling substantively reflects justice, it does
not entirely guarantee its practical enforceability.

Keywords: Iddah Maintenance, Mut’ah, Imprisonment, Distributive Justice,
Divorce.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan sistem aksara dari huruf Arab ke abjad

Latin guna memudahkan pembacaan istilah-istilah keislaman. Pedoman alih aksara

dalam skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama serta

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/U/1987 tertanggal 23 Januari 1978. Adapun rincian mengenai aturan teknis

penggunaan huruf dan tanda baca dalam transliterasi tersebut dijelaskan sebagai

berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B be
o Ta’ T te
< Sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim J je
d Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D de
5 Zal Z ze (dengan titik di atas)
0 Ra’ R er
3 Zai Z zet
o Sin S es
o Syin Sy es dan ye
2 Sad S es (dengan titik di bawah)
o Dad D de (dengan titik di bawah)
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b Ta’ T te (dengan titik di bawah)
L Za’ 7 zet (dengan titik di bawah)
d ‘Ain ‘ koma terbalik di atas
t Gain G ge
o Fa’ F ef
Qaf Q qi
4 Kaf K ka
J Lam I ‘el
¢ Mim M ‘em
O Nun N ‘en
3 Waw W w
» Ha’ H ha
s Hamzah ‘ apostrof
S Ya’ Y ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
833as ditulis muta’addidah
e ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
& ditulis hikmah
Fy ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali

dikehendaki lafal aslinya).
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2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

MV g

ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h

il 585 ditulis Zakah al-Fipri
D. Vokal Pendek
1 —C fathah ditulis a
2 — kasrah ditulis 1
3 e dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Hals ditulis a: jahilivah
Fathah + ya’ mati 6“"" ditulis a: tansa
Kasrah + ya’ mati f ,5 ditulis 1: karim
Dammah + wawu mati u;} J; ditulis U: furid
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ?w ditulis ai: bainakum
Fathah + wawu mati | J3 ditulis au: qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al ditulis a’antum
o du3 . . .
Sael ditulis u’iddat
£ X5 ditulis la’in syakartum




H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

gl

ditulis

al-qur’an

S

ditulis

al-qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

PAFSA

ditulis

as-sama’

ogjﬂ

ditulis

asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

23l 3 ditulis Zawi al-Furdd
ay Ja! ditulis Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, shalat, zakat,
mazhab dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafkah iddah merupakan salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh suami
kepada istri setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ini ditegaskan dalam
Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 huruf
(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.! Pemberian
nafkah iddah dan mut’ah merupakan bentuk tanggung jawab dan penghargaan
suami kepada mantan istri, baik selama masa iddah maupun sebagai bentuk
penghibur atas putusnya hubungan perkawinan.?

Praktik peradilan menunjukkan bahwa pembebanan nafkah iddah dan
mut’ah tidak selalu berada dalam kondisi ideal. Salah satu persoalan yang
sering muncul adalah pembebanan kewajiban tersebut kepada suami yang
sedang menjalani pidana penjara. Suami yang berada dalam lembaga
pemasyarakatan pada umumnya tidak memiliki pekerjaan, tidak memperoleh
penghasilan, serta berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Keadaan ini
menimbulkan ketidakseimbangan antara kewajiban normatif yang harus
dipenuhi dengan kemampuan riil pihak suami.

Situasi tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama No.

1913/Pdt.G/2025/PA.Gs. Dalam putusan ini, hakim tetap membebankan

! Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (a) dan (b); Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c).

2 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 113.



nafkah iddah dan mut’ah kepada suami meskipun suami sedang menjalani
pidana penjara. Penetapan tersebut dilakukan melalui kewenangan ex officio
hakim dengan dasar bahwa istri tidak terbukti melakukan nusyuz sehingga tetap
berhak atas nafkah iddah dan mut’ah. Hakim juga mempertimbangkan asas
perlindungan terhadap perempuan sebagaimana digariskan dalam berbagai
regulasi peradilan.

Di sisi lain, penjatuhan kewajiban natkah iddah dan mut’ah kepada
suami yang dipenjara menunjukkan adanya persoalan keadilan. Suami dalam
keadaan tidak mampu secara finansial, tetapi tetap dibebani kewajiban
ekonomi yang tidak dapat dipenuhi dalam waktu dekat. Kondisi ini
menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat wajib dan
keadaan nyata pihak yang dibebani kewajiban.?

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji
kembali bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam perkara perceraian yang
melibatkan suami dalam kondisi tidak mampu. Penelitian mengenai nafkah
iddah selama ini lebih banyak membahas besaran nafkah atau kedudukan
nafkah iddah dalam hukum keluarga, namun belum banyak yang menyoroti
aspek keadilan ketika kewajiban tersebut dibebankan kepada pihak yang secara

faktual tidak dapat memenuhinya.*

3 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2009),
hlm. 287.

4 Nurhadi, “Nafkah Iddah dalam Putusan Pengadilan Agama,” Jurnal Hukum Keluarga
Islam, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 145.



Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menganalisis aspek
keadilan dalam pembebanan nafkah iddah dan mut’ah bagi suami yang sedang
menjalani pidana penjara. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul
“Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah bagi Suami yang Menjalani
Pidana Penjara: (Analisis Putusan Pengadilan Agama No.
1913/Pdt.G/2025/PA.Gs)”. Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan
Aristoteles, khususnya konsep keadilan distributif dan keadilan korektif, untuk
menilai apakah putusan hakim telah memberikan perlakuan yang proporsional
antara perlindungan hak istri dan kondisi objektif suami. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan
kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi

hakim dalam memutus perkara serupa di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut’ah
kepada suami yang sedang menjalani pidana penjara dalam Putusan
Pengadilan Agama No. 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs?

2. Apakah penetapan nafkah iddah dan mut ah terhadap suami yang menjalani
pidana penjara dalam putusan tersebut telah mencerminkan keadilan

menurut Teori Keadilan Aristoteles?



C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari

penelitian ini adalah:

a.

Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah
iddah dan mut’ah kepada suami yang sedang menjalani pidana penjara
sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama No.
1913/Pdt.G/2025/PA.Gs.

Untuk melihat apakah penetapan natkah iddah dan mut’ah terhadap
suami yang menjalani pidana penjara dalam putusan tersebut telah
mencerminkan keadilan menurut Teori Keadilan Aristoteles,

khususnya terkait keadilan distributif dan keadilan korektif.

Kegunaan Penelitian

a.

Kegunanan akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum
keluarga Islam, khususnya dalam memahami penerapan nafkah iddah
dan mut’ah pada kondisi suami yang tidak memiliki kemampuan
ekonomi karena sedang menjalani pidana penjara. Penelitian ini juga
memperkaya literatur mengenai penggunaan Teori Keadilan Aristoteles
dalam analisis putusan pengadilan agama, sehingga dapat menjadi
referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengkaji isu keadilan
substantif dalam perkara perceraian. Selain itu, penelitian ini

memberikan pemahaman konseptual mengenai hubungan antara



ketentuan normatif dan penerapan prinsip keadilan dalam praktik

peradilan.

. Kegunaan praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi para hakim sebagai bahan pertimbangan
dalam menilai proporsionalitas penetapan nafkah iddah dan mut’ah,
terutama ketika pihak yang dibebani kewajiban berada dalam kondisi
ketidakmampuan ekonomi. Bagi praktisi hukum, seperti advokat,
mediator, dan konsultan hukum keluarga, penelitian ini dapat menjadi
acuan dalam menangani perkara perceraian yang memiliki karakteristik
serupa.

Bagi masyarakat, penelitian ini membantu memberikan
pemahaman terkait mekanisme penetapan natkah iddah dan mut’ah
dengan aspek keadilan yang menyertainya, sehingga dapat menjadi
panduan bagi pihak berperkara dalam mempersiapkan argumen maupun
bukti terkait kemampuan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga dapat
menjadi masukan bagi lembaga peradilan dan pembuat kebijakan untuk
memperhatikan aspek kemampuan finansial pihak yang dibebani
kewajiban nafkah, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat

mencerminkan keadilan yang lebih substantif dan proporsional.



D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Kurniawati yang berjudul “Pemenuhan
Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Cerai Gugat’. Penelitian ini mengkaji
putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3362/Pdt.G/2024/PA.JS
mengenai pemenuhan nafkah iddah dan mut’ah setelah cerai gugat. Metode
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi
kasus dan studi pustaka Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian
nafkah iddah dan mut’ah pasca cerai gugat memiliki dasar hukum dalam
peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Namun, Pelaksanaanya
masih menghadapi kendala, terutama ketidakpatuhan mantan suami. Dalam
Putusan No. 3362/Pdt.G/2024/PA.JS, hakim mempertimbangkan asas keadilan
dan perlindungan terhadap mantan istri sebagai dasar penetapan nafkah, guna
mencegah kerugian secara ekonomi maupun psikologis pasca perceraian.
Faktor penghambat pelaksanaan nafkah iddah dan mut’ah meliputi kurangnya
kesadaran hukum mantan suami, kendala ekonomi, lemahnya mekanisme
eksekusi, serta pasifnya istri dalam menuntut hak. Sementara faktor
pendukungnya adalah putusan hakim yang tegas, peran aktif majelis hakim, dan
adanya dasar hukum yang jelas dalam KHI dan peraturan perkawinan.

Kedua, Skripsi ini ditulis oleh Mohamad Faqih Abdurahman (2024)

yang berjudul “Nafkah Iddah dan Mut’ah Akibat Cerai Gugat Perspektif

> Dwi Kurniawati, “Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Cerai Gugat (Studi
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3362/Pdt.G/2024/PA.JS)”, Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024), him. 65—
72.



Qira’ah Mubadalah”.® Penelitian ini menilai putusan Pengadilan Agama
Sidoarjo No. 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda melalui teori Qira’ah Mubadalah
Faqihuddin Abdul Kodir untuk memahami konsep nafkah iddah dan mut’ah
dalam cerai gugat. Metodologi yang dipakai adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus
(case approach), serta data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dan
dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan alasan
perceraian dan bukti serta memberi nafkah sesuai aturan dan selaras dengan
prinsip teori Qira’ah Mubadalah yang menekankan keseimbangan dan hak
kedua pihak.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sayyid Mubarraak Ramzy dengan
judul  “Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah Dan Mut’ah
Terhadap Istri Nusyuz”.” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis
normatif dan library reasearch dengan melakukan pengkajian terhadap
peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur-literatur yang
berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah juga didasari pada perundang-undangan
yaitu pada, pasal 149 huruf b KHI dan pasal 160 KHI. Hakim juga

mempertimbangkan pula dari segi sosiologis, dimana pemberian nafkah

® Mohamad Faqih Abdurahman, “Nafkah Iddah dan Mut’ahAkibat Cerai Gugat Perspektif
Qira’ah Mubadalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda) ”,
Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya,
(2024), hlm. 78-86.

7 Sayyid Mubarraak Ramzy, “Putusan Hakim dalam Memutuskan Nafkah Iddah dan
Mut’ahterhadap Istri Nusyuz”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Intan Lampung, (2023), hlm. 52—60.



tersebut diberikan atas dasar rasa keadilan serta melindungi hak-hak istri dari
akibat perceraian. Terkait nusyuz, tidak menemukan fakta bahwa istri yang di
ceral nusyuz, karena istri tidak datang atau menyuruh kuasa hukumnya untuk
menghadiri sidang. Sementara itu, nusyuz tersebut harus dibuktikan oleh istri
baik secara lisan maupun tulisan pada saat pemeriksaan perkara. hakim tidak
sepenuhnya menerima apa yang dituduhkan suami kepada istrinya dengan
alasan nusyuz. Karena tidak adanya bukti bahwa istri tersebut berbuat nusyuz.
Maka dari itu, hakim tetap memerintahkan kepada suami untuk memberikan
nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada istri.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Leilanda Nurjihani Tagwa dengan
judul “Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Pada Pertimbangan Putusan
Hakim PA Cikarang Dalam Perkara Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Ckr Tentang
Pemberian Nafkah Iddah Dalam Cerai Gugat.® Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini
berfokus pada peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen hukum, serta
teori hukum yang relevan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi
kepustakaan (/ibrary research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Putusan ini berhasil menerapkan SEMA No. 3/2018, menggeser paradigma figh
klasik yang membatasi hak istri dalam cerai gugat dengan menolak asumsi

otomatis nusyuz, tidak hanya mengedepankan keadilan prosedural, tetapi juga

8 Leilanda Nurjihani Taqwa, “Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada
Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam Perkara Nomor
479/Pdt.G/2024/PA.Ckr tentang Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat,” Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, (2024), him.
70-78.



keadilan substantif dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami
dan kebutuhan dasar istri. Meskipun nafkah madhiyah ditolak, hakim tetap
mengabulkan nafkah iddah sebagai bentuk tanggung jawab suami yang tidak
dapat diabaikan.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Riyan Ramdani dan Firda Nisa
Syafithri dengan judul “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah

dan Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”.’

menjelaskan
bahwa hakim dalam perkara perceraian menetapkan nafkah iddah, nafkah
madhiyah, dan mut’ah berdasarkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan
istri, serta asas kepatutan, dengan tetap merujuk pada ketentuan normatif seperti
UU Perkawinan, KHI (terutama Pasal 149), dan SEMA No. 3 Tahun 2018.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penetapan nafkah tidak seragam
antar pengadilan karena dipengaruhi kondisi faktual para pihak dan interpretasi
hakim terhadap norma keadilan dan perlindungan hak pascaperceraian.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan

perundang-undangan, konseptual, dan kasus, sehingga mampu menggambarkan

hubungan antara teks hukum dan implementasi putusan di pengadilan agama

E. Kerangka Teoretik
Teori Keadilan Aristoteles memandang keadilan sebagai kebajikan yang

berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam konteks sosial dan hukum.

° Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah,
Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” Jurnal Hukum Keluarga
Islam, Vol. 6 No. 2, (2023), hlm. 112-120.



10

Menurutnya, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang

menjadi haknya secara proporsional. Keadilan bukan berarti menyamakan

semua orang, tetapi memperlakukan mereka sesuai kedudukan, peran, dan

kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, prinsip utama keadilan

Aristoteles adalah proporsionalitas (proportional equity), yakni keseimbangan

antara hak dan kewajiban berdasarkan kondisi masing-masing pihak.!'”

a. Keadilan Distributif
Keadilan distributif adalah keadilan yang mengatur pembagian hak dan
kewajiban menurut proporsi tertentu. Aristoteles menekankan bahwa
pembagian hak tidak boleh sama rata, melainkan harus melihat perbedaan
kemampuan, kontribusi, dan kondisi setiap individu. Dalam konteks hukum
keluarga, prinsip ini dapat diterapkan pada pembebanan nafkah, yaitu suami
dibebani kewajiban sesuai kemampuan ekonomi, situasi pribadi, dan
kondisi objektif yang sedang dihadapi, termasuk bila suami kehilangan
penghasilan karena dipenjara.

b. Keadilan Korektif
Keadilan korektif adalah keadilan yang bekerja untuk memulihkan
keseimbangan ketika terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban akibat
sebuah peristiwa. Dalam hukum, keadilan korektif digunakan ketika hakim
memperbaiki kerugian atau ketidaksetaraan yang dialami salah satu pihak.

Dalam kasus perceraian, keadilan korektif muncul ketika hakim

19 Aristoteles, Nicomachean Ethics, diterjemahkan oleh W.D. Ross, Oxford: (Oxford
University Press, 2009), hlm. 112-114
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menetapkan kompensasi atau kewajiban tertentu untuk memulihkan
kerugian yang dialami pihak istri, misalnya melalui nafkah iddah, mut’ah,
atau hak-hak lainnya.
c. Relevansi Keadilan Aristoteles terhadap Putusan Nafkah Iddah

Dalam perkara nafkah iddah dan Mut’ah, penerapan keadilan Aristoteles
tampak pada dua aspek. Pertama, keadilan distributif digunakan dalam
menentukan apakah suami yang sedang menjalani pidana penjara masih
patut dibebani natkah iddah dan mut’ah serta berapa besarannya, dengan
menimbang kemampuan ekonominya yang mungkin hilang akibat
penahanan. Kedua, keadilan korektif berperan ketika hakim berupaya
memperbaiki kerugian yang dialami istri setelah perceraian, sehingga tetap
menetapkan nafkah iddah dan mut’ah sebagai bentuk perlindungan, meski
kondisi suami sedang tidak produktif. Dengan demikian, teori Aristoteles
membantu menilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan prinsip

proporsionalitas dan kemampuan nyata pihak yang dibebani kewajiban.

F. Metode Penelitian
Metode penelitan memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur
untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi dengan tujuan memperoleh
hasil penelitian yang objektif.!" Adapun metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

' Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2016), him. 38.
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a. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (/ibrary
research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai
sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan putusan
pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini termasuk
library research karena data utamanya diperoleh dari analisis putusan
perkara yang diteliti. Sedangkan wawancara dengan hakim hanya
digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis terhadap
pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.
b. Sifat Penelitian
Penelitian 1ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif berarti
penelitian bertujuan menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan isi
putusan Pengadilan Agama No. 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs serta ketentuan
hukum yang mengatur nafkah iddah dan mut 'ah.'? Analitis berarti penelitian
tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga melakukan analisis terhadap
pertimbangan hakim menggunakan teori keadilan Aristoteles untuk menilai

proporsionalitas dan keseimbangan putusan tersebut.'®

12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), him. 133.

13 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2009),
hlm. 287.
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c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan melalui analisis putusan
pengadilan. Pendekatan ini disusun dalam kerangka berpikir bahwa
pertimbangan hakim harus dipahami terlebih dahulu berdasarkan norma
hukum yang berlaku, kemudian dianalisis penerapannya dalam putusan, dan
selanjutnya diuji menggunakan teori keadilan.'

d. Sumber Data'

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Gresik
Nomor 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs. Adapun data sekunder diperoleh dari
bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan
literatur hukum yang relevan dengan tema penelitian. serta hasil
wawancara dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut

guna memahami pertimbangan hukum yang digunakan.

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). hlm. 13.

15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, him. 14.
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e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:'®

1. Studi dokumen (documentary research), mengumpulkan dan menelaah
putusan, undang-undang, KHI, SEMA, serta dokumen resmi terkait.

2. Studi pustaka, membaca dan mengkaji literatur seperti buku, jurnal,
skripsi, dan artikel ilmiah yang relevan untuk memperkuat analisis.

3. Wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan hakim pengadilan
agama untuk memperoleh penjelasan mengenai praktik pertimbangan
hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut’ah, khususnya pada
kondisi suami yang sedang menjalani pidana penjara. Wawancara ini
digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas penerapan norma
hukum dalam praktik peradilan.

f. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Analisis kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan

tema dan dirumuskan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian
dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan

sesuai dengan tujuan penelitian.'!”

16 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, hlm. 85.

17 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2018).hlm 248.
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G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat landasan awal penelitian. Bab ini
menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian
mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut’ah terhadap suami yang sedang
menjalani pidana penjara dalam perspektif keadilan. Selanjutnya dipaparkan
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian baik secara
akademis maupun praktis. Pada bab ini juga disajikan tinjauan pustaka yang
memuat penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teori yang menggunakan
Teori Keadilan Aristoteles, serta metode penelitian yang menjelaskan jenis dan
sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,
dan teknik analisis data.

Bab II membahas konsep natkah iddah dan mut’ah dalam hukum
Islam dan hukum positif di Indonesia serta teori keadilan yang digunakan dalam
penelitian. Bab ini menguraikan pengertian, dasar hukum, dan kedudukan
naftkah iddah dan mut’ah dalam hukum Islam dan peraturan perundang-
undangan di Indonesia, termasuk pengaturannya dalam Undang-Undang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan pedoman peradilan yang relevan.
Selain itu, bab ini juga menjelaskan secara sistematis Teori Keadilan
Aristoteles, khususnya konsep keadilan distributif dan keadilan korektif, serta
relevansinya dalam menilai pembebanan nafkah iddah dan mut’ah dalam
perkara perceraian.

Bab III memaparkan gambaran umum dan deskripsi objek penelitian,

yaitu Putusan Pengadilan Agama No. 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs. Bab ini
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menguraikan identitas para pihak, duduk perkara, kronologi singkat
persidangan, serta amar dan pertimbangan hukum hakim terkait penetapan
nafkah iddah dan mut ah terhadap suami yang sedang menjalani pidana penjara.

Bab I'V merupakan analisis dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab
ini, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama No.
1913/Pdt.G/2025/PA.Gs dianalisis secara mendalam menggunakan Teori
Keadilan Aristoteles, khususnya keadilan distributif dan keadilan korektif.
Analisis difokuskan pada penilaian apakah pembebanan nafkah iddah dan
mut’ah terhadap suami yang sedang menjalani pidana penjara telah
mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas, dengan memperhatikan
kondisi ekonomi suami serta perlindungan hak istri pascaperceraian.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh
hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas
rumusan masalah penelitian terkait keadilan pembebanan nafkah iddah dan
mut’ah. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada
hakim pengadilan agama, praktisi hukum, dan akademisi sebagai bahan
pertimbangan dalam penetapan nafkah iddah dan mut’ah di masa mendatang

agar lebih mencerminkan keadilan substantif



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs
menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (c¢) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya dijadikan dasar formal
perceraian, tetapi juga diperkuat dengan penilaian faktual bahwa pidana penjara
selama enam tahun telah menyebabkan keretakan rumah tangga. Dalam aspek
nafkah, hakim mengoperasionalkan Pasal 41 huruf (c¢) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 untuk menggunakan
kewenangan ex officio, sehingga nafkah iddah dan mut’ah tetap dibebankan
meskipun tidak dimohonkan dan sepanjang tidak terbukti adanya nusyuz.
Kondisi suami sebagai narapidana tidak diposisikan sebagai alasan
penghapusan kewajiban, melainkan sebagai fakta yang justru memperkuat
dasar pembebanan tanggung jawab karena adanya penelantaran nafkah.
Penentuan nominal juga tidak menggunakan standar absolut, tetapi merujuk
pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/737/KPTS/013/2024
tentang UMK Gresik sebagai indikator kemampuan, sehingga menghasilkan
angka yang relatif proporsional. Selain itu, penerapan Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang mengaitkan pembayaran dengan

71
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pengambilan akta cerai menunjukkan adanya mekanisme kontrol agar
kewajiban benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian, pertimbangan hakim
dalam perkara ini memperlihatkan penerapan hukum yang tidak semata
normatif, tetapi bersifat operasional, kontekstual, dan berorientasi pada
perlindungan hak istri serta pencegahan penghindaran tanggung jawab oleh
suami.

Kedua, Berdasarkan analisis menggunakan teori keadilan Aristoteles,
pembebanan natkah iddah dan mut’ah dalam Putusan Nomor
1913/Pdt.G/2025/PA.Gs menunjukkan bahwa hakim telah mengintegrasikan
keadilan distributif dan korektif dalam pertimbangannya sebagaimana yang
dikonsepsikan oleh Aristoteles. Dalam aspek distributif, hakim berhasil
menempatkan kewajiban nafkah iddah dan mut’ah secara proporsional dengan
mempertimbangkan keterbatasan objektif Tergugat yang sedang menjalani
pidana penjara, sehingga beban yang dijatuhkan tetap berada dalam batas
kemampuan yang realistis tanpa menghapus tanggung jawabnya. Sementara itu,
dalam aspek korektif, pembebanan nafkah tersebut berfungsi sebagai instrumen
pemulihan atas kerugian ekonomi dan psikologis yang dialami istri akibat tidak
terpenuhinya kewajiban suami selama perkawinan, yang diperkuat melalui
penggunaan kewenangan ex officio hakim.

Penerapan kedua prinsip keadilan tersebut belum sepenuhnya
mencapai derajat ideal. Hal ini terlihat dari belum digunakannya parameter yang
terukur dan spesifik dalam menentukan besaran nafkah, sehingga cenderung

lebih berorientasi pada kemampuan suami dibandingkan kebutuhan riil istri. Di
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samping itu, dasar pertimbangan yang bertumpu pada asumsi kemampuan
Tergugat di masa mendatang mengandung unsur spekulatif yang berpotensi
menghambat realisasi putusan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa
putusan ini secara substantif telah mengarah pada keadilan, namun masih
menyisakan kelemahan pada aspek metodologis dalam pengukuran

proporsionalitas dan jaminan pelaksanaan.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai
berikut. Pertama, bagi para hakim Pengadilan Agama, diharapkan agar
pendekatan keadilan substantif sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor
1913/Pdt.G/2025/PA.Gs dapat terus dikembangkan, khususnya dalam perkara
perceraian yang melibatkan suami yang menjalani pidana penjara. Hakim
diharapkan tidak berhenti pada pertimbangan formal mengenai kemampuan
ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan sebab perceraian dan dampak yang
dialami istri.

Kedua, bagi para pencari keadilan, khususnya pihak istri dalam
perkara perceraian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman bahwa hak atas nafkah iddah dan mut’ah tetap dapat diperjuangkan
meskipun suami sedang menjalani pidana penjara, selama tidak terbukti adanya
nusyuz. Pemahaman ini penting agar perempuan tidak ragu untuk
memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Ketiga, bagi pembentuk kebijakan dan Mahkamah Agung, penelitian

ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pedoman
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atau kebijakan yang lebih teknis terkait pembebanan nafkah iddah dan mut’ah
dalam perkara perceraian dengan kondisi khusus, seperti suami yang sedang
menjalani pidana penjara. Pedoman tersebut diperlukan guna mencegah

disparitas putusan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

. Al-Qur’an
Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Kemenag
RI, 2019.

. Fikih/Ushul Fikih

Sabiq, Sayyid. Figh al-Sunnah, Jilid 11, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).

al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman. al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba ‘ah, V Juz, (Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990).

az-Zuhaili, Wahbah, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, VIII Juz, (Damaskus: Dar
al-Fikr, 1989).

. Peraturan Perundang-Undangan
Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat
2

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs.

. Artikel Jurnal

Erwin, Muhamad. “Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Keadilan.” Jurnal
Konstitusi, Vol. 9, No. 2, 2012.

Hernoko, Agus Yudha. “Asas Proporsionalitas dalam Kontrak dan Putusan
Pengadilan.” Jurnal Yuridika, Vol. 25, No. 3, 2010

75



76

Irwansyah, W., Maulina, N., Wiranti., Hidayat, R., & Irwan, 1. (2025). Analisis
hukum Islam terhadap ketentuan nafkah mut’ah pada perkara cerai
gugat dalam hukum positif di Indonesia. Ulumuddin: Jurnal [Imu-Ilmu
Keislaman, 15(2), 471-486.

Lutfi Hanifah, Najwa, dkk. “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori
Keadilan John Rawls dalam Konteks Hukum Indonesia.” Vol 2, no. 1
(2025).

Mulia, Musdah. “Diskresi Hakim dalam Penetapan Mut’ah Pasca Perceraian di
Pengadilan Agama.” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan
Hukum Islam Vol. 22 No. 1 (2019).

Mulyadi, Lilik. “Disparitas Putusan Hakim dalam Perspektif Keadilan.” Jurnal
Hukum dan Peradilan, Vol. 5, No. 3, 2016.

Nurhadi. “Nafkah Iddah dalam Putusan Pengadilan Agama.” Jurnal Hukum
Keluarga Islam Vol. 7 No. 2 (2022).

Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama.
“Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles.” Praxis: Jurnal
Filsafat Terapan Vol. 1, No. 2 (Maret 2024): 1-25.

Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafitri. "Penentuan besaran nafkah madhiyah,
nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara perceraian di pengadilan
agama." ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 15.1 (2021): 37-
50.

Salsa Mayzahra. “Analisis Hak Mut’ah dalam Perceraian Menurut KHI dan
Figh.” Jurnal Landraad (2025).

Sebtiningdiyah, Putri. “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut’ah
dan Nafkah ‘Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik).”
Indonesian Journal of Islamic Law 5, no. 1 (2022).

Siti Musawwamah. “Diskresi Hakim dalam Penetapan Mut’ah Pasca Perceraian
di Pengadilan Agama.” Al-Qaniin: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan
Hukum Islam Vol. 22 No. 1 (2019).

Susanto, Nur Agus. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum.”
Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8, No. 2, 2019.

Syamsudin, M. “Keadilan dalam Putusan Hakim: Perspektif Teori dan Praktik.”
Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 1, 2017.



77

Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan
dalam Putusan Hakim.” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3,
2012.

Zaenal Fanani, Ahmad. “Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum.”
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23, No. 2, 2016.

. Data Elektronik

BincangSyariah.com, https://bincangsyariah.com/hukum-islam/nisa/istri-yang-
ditalak-tiga/ di akses pada 21 Februari 2026

Pengadilan Agama Gresik. Website Resmi Pengadilan Agama Gresik.
https://www.pa-gresik.go.id/index.php. Diakses 5 Maret 2026.

. Lain-Lain

Abdurahman, Mohamad Faqih. Nafkah Iddah dan Mut’ah Akibat Cerai Gugat
Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Putusan Pengadilan Agama
Sidoarjo Nomor 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda). Skripsi. Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana,
2009.

Aristoteles. Nicomachean Ethics. Diterjemahkan oleh W.D. Ross. Oxford:
Oxford University Press, 2009.

Fuady, Munir. Teori-Teori Besar dalam Hukum. Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2013.

Kurniawati, Dwi. Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Cerai Gugat
(Studi  Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

3362/Pdt.G/2024/PA.JS). Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. Qualitative Data Analysis.
California: Sage Publications, 2014.

Mulia, Musdah. “Diskresi Hakim dalam Penetapan Mut’ah Pasca Perceraian di
Pengadilan Agama.” Al-Qaniin: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan
Hukum Islam Vol. 22 No. 1 (2019).

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Keadilan. Jakarta: Kompas, 2009.


https://bincangsyariah.com/hukum-islam/nisa/istri-yang-ditalak-tiga/
https://bincangsyariah.com/hukum-islam/nisa/istri-yang-ditalak-tiga/
https://www.pa-gresik.go.id/index.php

78

Ramzy, Sayyid Mubarraak. Putusan Hakim dalam Memutuskan Nafkah Iddah
dan Mut’ah terhadap Istri Nusyuz. Skripsi. Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Ul Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2014.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2016.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2014.

Tanya, Bernard L. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan
Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Taqwa, Leilanda Nurjihani. /mplementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada
Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam
Perkara Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Ckr tentang Pemberian Nafkah
Ilddah dalam Cerai Gugat. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Ul Press, 1986.



	ABSTRAK
	ABSTRACT
	HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
	HALAMAN PENGESAHAN
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V
	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA

